BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat

[a—

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1665);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); :

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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g Ui Nowmor 25 Matnin 004 tepiang .’*:,inllr-.:tu
ﬁr't'f‘l'"'“”“”"" Pembangunan Nasional (I-’"thuﬂrjul .N‘JP’,'”"
gepublik  Indonesin Tahun 2004 Nomor “_l”h _Iﬂ”"“ﬂh“"’
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 41421); .
Undang-Undnng Nomaor 33 Tahun 2004 tentang, P""'m_b‘”m'{"”
Keunngan  Antara Pemeriminh Pusal d““, f"’"‘f'—“”'f“”‘
Daernh {Lembaran Negara Republik Indonecsia Tnhun zno'f&
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438), .
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang, Pajak Dﬂftl'ﬂ.h
dan Retribusl Dacrab (Lembaran Negara Republik Indaonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pf:mhcntuka_n

Peraturan Perundung-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5234}, ’

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
5679});

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 WNomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sehagaimana telah
diubah heberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Pemerininh - Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolnnn Keunngan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negnro Rupul)lil( Indonesin Tahun 2005 Nomor 4{1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Persturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 .Lcmang
Pengangkatan Tenags Honorer menjadi Calur_l Pegawal N’f:gf:rl
Sipil (Lembaran Negara  Republik  Indonesia T_ahun 200‘5
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4561} scbagaimana  telah  diubah beberapa  kali
ternkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
tentang Perubnhan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2005 tentang Pengangkalan Tenaga Honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu'n
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemecrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistel_'n
Informasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lcmbaran
Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daecrah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4693);




25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Kcuangan Gubernur scbagai Wakil Pemerintnh di Wilayah
Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Perataran
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur scbagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 znomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
teniang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrgh dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan
Kepala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8G Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabhun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29},

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomeor 74);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16);

41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ([Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2017 Nomor 20);

42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kahupaten Bima Tahun 2018 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 92);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdin atas:

1. Pendapatan -

a. Pendapatan Ash Dacrah . ’
b. Dana Pevimbangan Rp.1.363.127.883.865,68

c. Lain-lain Pendapatan Dnerah Yang Sah Rp_.ﬁ§3f1,._~'_3§(_.l.{‘r§_&_17,2JQQ
Jumiah Pendapatan Rp.1.837.1° 99.003. .510,68

Rp. 139.520.631 473,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawal sejumiah Rp. 729.383.220.779.71

1.

2. Beclanja Bunga sejumlah Rp. 0,00

3. Belanja Subsidi sejumiah Rp. 0,00

4. Belanja Hibah sejunlah Rp. 26.606.200.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 920.000.000,00

6. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 4.100.272.414.40

7. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 283.896.037.786,57
8. Belanja Tidak Terduga sejumlah 3.500.000.000,00

Rp.
Jumlah Belanja tidak langsung Rp. 1.048.405.730.980,68

b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai Rp.
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.
3. Belanja Modal
Jumlah belanja langsung

109.893.783.057,00
379.241.492.279,00
Rp. 356.207.997.194,00
Rp. 845.343.272.530,00

Rp. 1.893,749.003.510,68

Jumilah belanja
Rp. (56.550.000.000.01)

Surplus/Defisit

¢. Pemmbiayaan Daerah :
1. Penerimaan Rp. 63.950.000.000,00

2. Pengeluaran Rp. 7.400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 56.550.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :
Rp 00,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
I-_a_mpiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau
ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja pcrangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangarn.

il
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T ' Pasal 5

rlaku pada tanggal di undangkan.

Peraturan Bupali ini mulai be
ndangan Peraturan

g mengetahuinya, memerintahkan pengu

Agar setiap oran
Berita Dacrah Kabupaten Bima.

Bupati ini dalam

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BIMA

Diundangkan di Bima
pada tanggai 31 Desember 2018
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SEKRTARIS BAERAH KABUPATEN BIMA,
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